
® 
PERATURAN DAÉRAH 

PROPINSI DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR 
NOMOR : 1 TAHUN 1994 

T E N T A N G 

PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
PROPINSI DAERAH TlNGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR 

* TAHUN ANGGARAN 1994/1995. 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR 

Menimbang : bahwa Anggaran Pendapatan dan Beianja Daerah 
Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Tahun 
Anggaran 1994 / 1995 perlu ditetapkan dengan Per-
aturan Daerah sesuai dengan pasal 64 ayat (2) 
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974. 

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 , thun 1974 tentang Pokok-
pokok Pemerihtahan di Daerah ( Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037 ) ; 

2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I B a l i , Nusa 
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ( Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
1649 ) ; 

3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak 
Bumi dan Bangunan ( Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3312 ) ; 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang 
Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan 
Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1975 Nomor 5 ) ; 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang 
Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan bel anja 
Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah 
dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan 
dan Beianja Daerah ( Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1975 Nomor 6 ) ; 

6. Keputusan ¿residen Nomor 22 Tahun 1984 tentang 
Tata Cara PWiyediaan Jan Penyaluran Subsidi Gaji 
dan Pensiun aagi Daerah Otonom ; 

7. Peraturan 
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7. Peraturan Menteri Dalam -Negeri Nomor 11 Tahun 
1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan 
Ahggarari Perdapatan dan Belanja Daerah, 
PeTaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan 
Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah ; 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 
1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi 
Keuangan dan M a t e r i i l Daerah ; 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 
tentang penerimaan Sumbangan Pihak ketiga kepada 
Daerah ; 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 
1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang 
dan M a t e r i i l Daerah ; 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahqn 1985 
tentang Pengurusan Peni; natan Daerah Hasil Pajak 
Bumi dan Bangunan ; 

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 
Tahun 1980 tanggal 2 Ap r i i 1980 tentang Manual 
Administrasi Keuangan Daerah ; 

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 
tanggai 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan 
Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran; 

14. Keputusan Menteri „ Dalam Negeri Nomor 960-893 
Tahun 1981 tanggal 24 Desember 1981 tentang 
Manual Administrasi Pendapatan Daerah ; 

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 
1984 tanggal 15 Desember 1984, tentang Langkah 
Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah dehgan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara ; 

16. Keputusan Canteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 
tanggal 18 September 1985 tentang Penyémpurnaan 
Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah ; 

17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 
tanggal 19 September 1985 tentang Penyémpurnaan 
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 
tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah ' 

18. Keputusan 
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18. Keputüsan Mentari Dal am Negeri Nomor 51 Tahun 1985 
tanggal 31 Desember 1985 tentang Petunjuk 
pengelolaan Pendapatan Daerah H r s i l Pajak Bumi 
dan Bangunan ; 

19. Keputüsan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 
tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan 
Bentuk dan Susunàn Tata Usaha Keuangan Daerah 
serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Beianja 
Daerah ; 

20. Keputüsan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 
tanggal 11 A p r i l 1937 tentang Penggunaan Sistim 
D i g i t dalam Belaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Beianja Daerah serta petunjuk teknis Tata Usaha 
Keuangan Daerah ; 

21. Keputüsan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 057 
tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan 
Beñtuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah ; 

22. Keputüsan Menteri 0¿.L:.:.v Negeri Nomor 903-617 
Tahun 1988 tentang Penyempurnaan Keputüsan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 903-1316 Tahun 1985 tentang 
Ponyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan 
Anggaran Pendapatan dan BeTanja Daerah ; 

Memper-
hatikan 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/572/PUOD 

tanggal 19 Pebruari 1994 Peri hai Pedoman Penyu-
sunan Anggaran - Pendapatan d/n Bei anja Daerah 
Tahun Anggaran 1994 / 1995. 

Mendengar : 1 

Keputüsan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi 
Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Ti mur Nomor 10 
Tahun 1990 tanggal 18 Juni 1990 tentang Peraturan 
Tata T e r t i b Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur ; 

Pembicaraan dalam Rapat - rapat Pani t i a Anggaran 
Dewan PerwakiTan Rakyat Daerah Propinsi Daerah 
Tingkat I Nusa Tenggara Timur tanggal 7 Maret 
sampai dengan 12 Maret 1994 ; 

2. Pembicaraan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa 
Tenggara Timur tanggal 23 Maret 1994. 

Dengan Persetujuan Dewan ^erwakilan Rakyat 
Propinsi Daerah Tingkat l \ sa Tenggara Timur. 

Daerah 

MEMUTUSKAN 
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M E M U T U S K A N 

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I NUSA 
TENGGARA TIMUR TENTANG PENETAPAN ANGGARAN PENDA-
PATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH TING­
KAT I NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 1934/ 
1995. 

Pasa! 1 

Jumlah Anegaran Pendapatan dan Balanja Da»rah 
Tahun Anggaran 1994 / 1995 adalah sebesar 
Rp. 62.942.500.000,00 t e r d i r i dari : 

a. PENDAPATAN 

- Pendapatan .... . Rp. 62.942<500.000,00 

b. BE LAN JA : • ' 

- Rut in . . . . . Rp. 32 . 825..300.000,00 
- Pembangunan Rp. 30.117.200.000,00 

Rp. 62.942.500.000,00 

• Pasal 2 

Jumlah Urusan Kas dan Perhi tungan adalah sebagai 
barikut :\ 

a. PENDAPATAN : 

- Pendapatan Rp. 2.796.800.000,00 

.*>.. BELANJA : • 

- Rljt i B ..... Rp. 2.796. 800. 000 , 00 
- Pembangunan Rp. -.-

Rp. 2.796.800.000,00 

-Pasal 3 

(1) Rindan dar i katantuan tersebut pada pasal 1 
dtfftuat dalam lamptran A ; 

(2) Rincian lebih l a n j u t dari ketentuan tersebut 
padá pasal 1 dan pasal 2 dimuat dalam 
larapfrán A I , AII/R dan A.II/P ; 

(3) Rincian sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) 
pasal i ni merupakan bagian yang tidak t e r p i -
sahkan. 

Pasa 1 



Rasai 4 

Pasal - pasal yang akan dilakukan pargasaran 
sesuai Paraturan Perundang-undangan yang berlaku 
adalah sebagaimana daftar ter!ampir. 

Pasal 5 

Paraturan Daarah ini bariaku sete1ah mendapat 
Pengesahan dari Pejabat yang berwenang dan 
berlaku mulai tanggal 1 Aprii 1994. 

DITETAPKAN DI : K U P A N G. 

PADA TAM̂ ÂL : 23 MARET 1994. 


